ABSTRAK

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian negara, bukan hanya
berperan layaknya sebuah perseroan terbatas namun memiliki ketentuan lebih lanjut
dalam kegiatan operasionalnya sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta perubahannya yaitu Undang-Undang No.
10 tahun 1998. Prinsip Kehati-hatian mewajibkan bank untuk membuat segala
keputusan dengan penuh pertimbangan agar tidak merugikan bank dan nasabah
baik secara materiil ataupun immateriil sehingga diharapkan dapat tercipta kondisi
atau keadaan bank yang sehat dan berfungsi dengan baik. Sedangkan prinsip Good
Corporate Governance bertujuan untuk memastikan organ-organ organisasi
perusahaan menjalankan peran sesuai dengan tanggung jawabnya dalam hierarki
perusahaan sesuai etika dan peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai prinsip
kehati-hatian dan prinsip good corporate governance yang dilanggar oleh Bank
Umum. Contohnya adalah PT. Bank Internasional Indonesia, Thk. yang
membatalkan persetujuan atas penjualan objek berupa tanah yang menjadi jaminan
atas kredit sebagai penyelesaian fasilitas kredit yang macet tanpa alasan yang jelas
sehingga merugikan bank, nasabah, dan pihak ketiga akibat sikap inkonsisten
tersebut.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta
menggunakan bahan pustaka/data sekunder belaka.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa prinsip kehati-hatian dan prinsip good
corporate governance telah dilanggar oleh PT. Bank Internasional Indonesia Tbk.
berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait yang ditunjukkan
oleh hasil assesmen mandiri, dan putusan pengadilan terkait wanprestasi yang
dilakukan atas pembatalan persetujuan atas penyelesaian fasilitas kredit tergantung
dengan bagaimana kasus posisi yang terjadi.
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